PUTUSAN
Nomor 722 K/Ag/2019

PUEN )]\ i )J\ A e
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus

sebagai berikut dalam perkara:

AHMAD MUSYAFAK BIN SUKIRAN, bertempat tinggal di
RT. 001 RW. 003 Desa Guntur Kecamatan Guntur
Kabupaten Demak;
Pemohon Kasasi;

Lawan
MUSYARIAH BINTI PAIMAN, bertempat tinggal di RT. 01
RW. 03 Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Toro Masiran, S.H.,
Advokat, berkantor di Jalan Sultan Trenggono Perumahan
Nusa Indah Permai Blok A Nomor 1 Demak, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu dari Tergugat (Ahmad Musyafak Bin Sukiran) atas
diri Penggugat (Musyariah Binti Paiman) dengan jatuhnya talak satu bain
shughra;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur
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Kabupaten Demak;

4. Menetapkan besarnya biaya perkara ini beserta pembebanannya menurut
ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama
Demak dengan Putusan Nomor 2073/Pdt.G/2017/PA.Dmk. tanggal 28 Mei
2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1439 Hijriah, kemudian
putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang
dengan Putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PTA.Smg. tanggal 9 Agustus 2018
Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh
Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November
2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor
2073/Pdt.G/2017/PA.DmK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama
Demak, permohonan tersebut tidak disertai dengan memori kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Nomor 193/Pdt.G/2018/PTA.Smg. telah diberitahukan pada tanggal 19
Oktober 2018 sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 6
November 2018, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang
waktu pengajuan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi tidak
menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, sebagai-
mana yang tertera dalam Surat Keterangan tanggal 3 Januari 2019 yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Demak, sehingga tidak memenuhi
ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan
Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat

diterima;

Halaman 2 dari 4 hal. Put. Nomor 722 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan
bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat
formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan
kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan
ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya
berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah
Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi
dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
serta peraturan perundengan lain yang bersangkutan;

MENGADILLI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, AHMAD
MUSYAFAK BIN SUKIRAN, tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2019 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.,
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Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H.,
Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para
Hakim Anggota tersebut dan Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES., Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.
Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.
Biaya-biaya Kasasi:

1.Meterai..... Rp 6.000,00
2.Redaksi.......... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi...Rp484.000,00
Jumiah oo Rp500.000,00 Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 4 dari 4 hal. Put. Nomor 722 K/Ag/2019

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



